
















Penelitian ini membahas tentang Pemenuhan kebutuhan pasien akan obat dan informasi serta memberikan pelayanan yang memuaskan pada pasien rawat jalan adalah orientasi utama dalam pelayanan kefarmasian yang sesuai standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian ini merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. 
Metode penelitian yang ditetapkan adalah deskriptif kualitatif, karena berhubungan dengan penelitian alamiah terkait dengan tempat dan waktu, dasar pertimbangan konsep naturalistik kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, berubah, dan terbuka. Analisa yang digunakan untuk mengetahui strategi peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit jiwa Provinsi Jawa Barat adalah analisa SWOT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi belum optimal, hal ini nampak dari masih lamanya pelayanan resep yang belum sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, karena kurangnya tenaga Apoteker yang memberikan pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dimana rasio jumlah apoteker dan jumlah resep yang dilayani adalah 1 : 150 padahal menurut standar pelayanan kefarmasian seharunya 1 : 50.
Staretegi yang disarankan untuk dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat melalui penambahan Sumber Daya Manusia khususnya Apoteker dengan penggajian melalui dana BLUD, dimana dengan adanya penambahan Apoteker dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Penambahan tenaga Apoteker melalui penggajian dari dana BLUD karena sesuai dengan prinsip BLUD tentang fleksibilitas penggunaan anggaran guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat










STRATEGY FOR IMPROVING QUALITY OF SERVICES IN STANDARDS OF PHARMACEUTICAL SERVICES IN PHARMACY INSTALLATION OF MENTAL HOSPITAL WEST JAVA PROVINCE







This study discusses the fulfillment of patients' needed for drugs and information as well as providing satisfactory service in out patients is the main orientation in the pharmaceutical service in accordance with the standard of pharmaceutical service. This pharmaceutical service standard is a benchmark that is used as a guide for pharmaceutical workers in organizing pharmaceutical services.
The research method is qualitative descriptive, because it relates to natural research related to place and time, basic consideration of naturalistic concept of plural dimensionlessness, unity, change and open. The analysis used to know the strategy of improving service quality according to pharmacy service standard at Pharmacy Installation of soul hospital of West Java Province is SWOT analysis
The results showed that the quality of service in Pharmacy Installation has not been optimal, it is apparent from the preserved service that is not in accordance with the standard of pharmaceutical service, due to the lack of pharmacists who provide services in Pharmacy Installation of Mental Hospital West Java Province where the ratio of the number of pharmacists and the number the recipe served is 1:150 whereas according to the standard of pharmaceutical service should be 1:50.
Staretegi recommended to be done in improving the quality of service in Pharmacy Installation of Mental Hospital West Java Province through the addition of Human Resources, especially Pharmacists with payroll through BLUD funds, which with the addition of Pharmacists can improve the quality of service in Pharmacy Installation in accordance with the standard of pharmaceutical services. The addition of Pharmacists through payroll from BLUD funding as it is in accordance with the BLUD principle on the flexibility of budget usage in order to support the improvement of service to the community









Pembangunan sebagai upaya perubahan yang direncanakan, dimana pembangunan merupakan proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari apa yang dicapai sebelumnya. Perubahan tersebut termasuk didalamnya perubahan dalam cara berpikir, sistem nilai dan perubahan kinerja yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan pembangunan tidaklah cukup dengan hanya memiliki modal yang besar, kekayaan alam yang melimpah atau teknologi yang maju dan modern saja, tetapi juga harus didukung oleh unsur sumber daya manusia yang handal sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. 
Tugas utama negara atau pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas. Bahkan untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah negara, kualitas pelayanan publik dapat digunakan sebagai salah satu indikator. Oleh karena itu, bila sebuah negara berada dalam posisi menuju pada kemajuan, hal utama yang perlu diperbaiki adalah pelayanan publik di negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang sedang bergerak menuju negara maju juga memprioritaskan pelayanan publik sebagai salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Karena pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan yang baik, maka masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran.
Sejalan dengan amanat pasal 28 H perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan sesuai standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Rumah sakit memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Paradigma baru pelayanan kesehatan mensyaratkan rumah sakit memberikan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan dan keinginan pasien dengan tetap mengacu pada kode etik profesi dan medis.
Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peran ini makin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan epidemologi penyakit, perubahan struktur sosio-ekonomi masyarakat, pelayanan yang lebih bermutu, ramah dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka yang menuntut perubahan pola pelayanan kesehatan di Indonesia.
Pada masa kini peran rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan sedang memasuki lingkungan global yang kompetitif dan terus berubah. Perubahan lingkungan tersebut akan mendorong rumah sakit menjadi organisasi yang berciri multiproduk, sehingga membutuhkan pengelolaan yang tepat. Perkembangan terkini semakin mengarah ke kondisi rumah sakit sebagai lembaga usaha dengan berbagai konsep bisnis. Transisi ini yang mengakibatkan rumah sakit menjadi lembaga yang berkarakter sosial sekaligus ekonomi. Dengan perputaran arus globalisasi yang cukup deras, menyebabkan semakin kritisnya masyarakat dalam menuntut mutu pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan. Ini tentu saja mengakibatkan semakin tajamnya persaingan antar rumah sakit yang berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan meningkatkan mutu pelayanan dengan tujuan untuk memenuhi semua harapan pelanggannya. Keadaan seperti ini tentu merupakan tantangan bagi rumah sakit akan kemampuan manajerialnya dalam mengatasi masalah survive dan sustain. Arus perubahan ini memberikan dampak yang cukup berarti bagi dunia perumahsakitan di Indonesia, yaitu pergeseran paradigma rumah sakit dari social oriented menjadi sosio-economic oriented.
Memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, bukanlah sesuatu yang mudah bagi pengelola rumah sakit karena pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit menyangkut kualitas hidup para pasiennya sehingga bila terjadi kesalahan dalam tindakan medis dapat berdampak buruk bagi pasien. Dampak tersebut dapat berupa sakit pasien bertambah parah, kecacatan bahkan kematian.. Rumah Sakit sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional dituntut untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas, pelayanan dan kemandirian. Dengan demikian rumah sakit merupakan salah satu pelaku pelayanan kesehatan yang kompetitif harus dikelola oleh pelaku yang mempunyai jiwa wirausaha yang mampu menciptakan efisiensi, keunggulan dalam kualitas dan pelayanan, keunggulan dalam inovasi serta unggul dalam merespon kebutuhan pasien.
Pemerintah sendiri secara khusus melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Kabupaten/Kota yang berisi kerangka kebijakan, pengorganisasian di daerah kabupaten/kota serta peran pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu maka diperlukan standar pelayanan minimal rumah sakit (SPM-RS),  merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik. 
Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Rumah Sakit tersebut diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi pada tingkat yang paling minimal secara nasional, rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sehingga dengan adanya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan maka akan menciptakan kepuasan terhadap masyarakat.
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menuntut kualitas sehingga tercapainya kepuasan di masyarakat. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui pegawainya, walaupun tidak bertujuan untuk mencari keuntungan namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Para pegawai haruslah menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan publik. Bila dimata masyarakat kesan yang muncul tidak demikian, berarti pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan yang sepenuh hati, melainkan pelayanan yang hanya didasari oleh kewajiban sebagai Abdi Negara. Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena pegawai tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang berkualitas, pegawai yang tidak cukup terlatih, produktivitas rendah dan perilaku pegawai yang kurang responsif. 
Untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada manusia (pegawai) yang memberikan dan menyajikan pelayanan tersebut, sejauh mana pegawai tersebut menyenangi pekerjaannya serta bagaimana perilakunya, diyakini sebagai faktor yang mempengaruhi mutu suatu pelayanan, Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara  atau penyedia layanan. Masyarakatlah sebagai konsumen dan merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas pelayanan dan kepuasan. Standar pelayanan minimal rumah sakit terdiri dari beberapa jenis pelayanan, dengan indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit. Salah satu jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan adalah pelayanan farmasi. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2014 dan perubahannya dalam Permenkes nomor 34 Tahun 2016 tentang  Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).
Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian,pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan standar prosedur operasional, dimana sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaanya pelayanan ke farmasian ini masih belum menunjukkan pelayanan yang maksimal terhadap pasien.
Berdasarkan hasil pengamatan dan penjajagan yang peneliti lakukan pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, ternyata masih ditemui masalah yang merupakan indikator atau gejala dari masih rendahnya pelayanan pegawai kepada pasien. Hal ini dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut :
1.	Berkaitan dengan kecepatan waktu pelayanan belum optimal, terlihat dengan adanya antrian pasien di Instalasi Farmasi yang disebabkan ketidakpastian waktu dalam memberikan pelayanan kepada pasien pada saat mengambil obat di instalasi Farmasi. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu terhadap peningkatan mutu pelayanan terhadap pasien.
2.	Keramahan pelayanan masih belum optimal, terlihat dengan adanya keluhan dari keluarga pasien terkait pelayanan pemberian informasi obat yang dilakukan oleh petugas, karena ketidakramahan petugas dalam memberikan informasi terkait obat yang diterima pasien dan atau keluarga pasien
3.	Terkait dengan unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan masih rendah, terlihat dari ketersediaan obat yang terbatas yang mengakibatkan pasien harus kembali memperoleh resep pengganti karena obat tersebut tidak tersedia, dan ini berdampak kepada permintaan pasien tidak terpenuhi dengan segera..
             Masalah tersebut di atas, diduga disebabkan oleh kualitas pelayanan yang belum berjalan secara optimal. Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat”.

Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Ketidakoptimalan tersebut di atas, akan diteliti berdasarkan konsep service excelent (pelayanan yang unggul) dari Tjiptono (2004) yang terdiri dari kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan.

Identifkasi Masalah
1.	Bagaimanakah kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan standar pelayanan farmasi?
2.	Kendala apa yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat?
3.	Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat?

Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengkaji dan menganalisis kualitas pelayanan yang sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
2.	Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
3.	Untuk mengkaji dan menganalisis strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Kegunaan Penelitian 
1.	Guna teoritis, dapat memperluas wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan teori administrasi publik khususnya kualitas pelayanan serta dapat menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis dan praktis berkaitan dengan kualitas pelayanan yang unggul.
2.	Guna praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit, khususnya pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Preposisi
	Implementasi dapat dikatakan sebagai “general process” atau proses yang dilaksanakan atau diterapkan untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan berada diantara perumusan kebijakan dengan evaluasi kebijakan dalam proses kebijakan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Van Horn dan Van Meter dalam Wahab (2001:51)  mengemukakan “Those action by public or private, individuals (groups) that are directed at the achievement of objective set path in pior policy decisions”. Maksudnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diperbuat oleh pribadi-pribadi atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi merupakan tahapan paling kritis yang menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan, dalam hal ini Udoji (1981:32) dengan tegas mengatakan :“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya merupakan impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Namun demikian proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai, sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan.
Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada implementation capacity dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementation capacity tidak lain ialah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.
Kebijakan Negara apapun sebenamya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2007:61) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaanya tidak mau bekerjasama, cara bekerja tidak efisien atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya. Sehingga betapapun gigihnya usaha mereka hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup untuk ditanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. Oleh karena itu, maka implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upaya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru.
Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat harus memperhatikan kriteria pelayanan masyarakat yang baik yang merupakan keinginan dan tuntutan dari masyarakat.
Upaya yang dapat dilakukan oleh para pegawai negeri untuk memperoleh respek yang tinggi dari masyarakat mandiri yang dibinanya adalah optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan adil. Tjiptono (2004:58) mengemukakan, secara garis besarnya ada empat unsur pokok yang terkandung di dalam pelayanan yang unggul (service excellence) yaitu “kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan”. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.
Tjiptono (2004:59) mengartikan kualitas layanan atau jasa yaitu “tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. Ini berarti bila jasa atau layanan yang diterima (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan atau jasa dipersepsikan baik dan memuaskan, sebaliknya bila layanan atau jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan atau jasa akan dipersepsikan buruk. Tidak bermaksud untuk mengabaikan sistem dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik atau umum, maka faktor manusia dan organisasi dianggap sangat menentukan dalam menghasilkan pelayanan yang berkualitas. 
Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal tetapi sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan jelek, untuk itu kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia pelayanan dalam memenuhi harapan para pelanggannya secara tepat dan cepat. Sehubungan dengan peranan contact personel yang sangat penting dalam menentukan kualitas jasa, maka diperlukan suatu service excellent atau pelayanan yang unggul sehingga pelanggan merasa terpuaskan. Secara garis besar menurut Tjiptono (2004:58) ada 4 (empat) unsur pokok yaitu :
1.	Kecepatan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera
2.	Ketepatan, yakni kemampuan memberikan pelayanan dengan akurat, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan
3.	Keramahan, yaitu kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dengan sikap yang ramah
4.	Kenyamanan, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan pegawai.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi. Untuk mencapai tingkat excellent, setiap karyawan harus memiliki ketrampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekerjaannya baik tugas yang berkaitan pada bagian atau departemennya maupun bagian lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat (gesture) pelanggan, dan memiliki kemampuan menangani keluhan pelanggan secara profesional. Upaya mencapai excellent bukanlah pekerjaan mudah, akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan bila organisasi berupaya dengan sebaik mungkin untuk mewujudkannya. Berbagai dimensi itu telah banyak digunakan untuk menilai kualitas pelayanan dari suatu organisasi perusahaan ataupun organisasi publik, tetapi pihak yang paling mengetahui secara objektif kualitas pelayanan tentunya para pelanggan. Untuk itu, guna mengetahui kualitas pelayanan dapat dilakukan berdasarkan pendapat pelanggan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan pada paradigma pemikiran penelitian di bawah ini. 

Gambar 2
Paradigma Kerangka Pemikiran Penelitian

Proposisi Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut : 
1.	Kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat belum berjalan secara optimal.
2.	Ditemukannya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan yang sesuai standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
3.	Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang ditetapkan adalah deskriptif kualitatif, karena berhubungan dengan penelitian alamiah terkait dengan tempat dan waktu, dasar pertimbangan konsep naturalistik kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, berubah, dan terbuka. Peneliti objek berorientasi akrab, penelitian dilaksanakan dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, hasil deskripsi, interpretasi tentatif, situasional, kajian naturalistik, melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah, terbuka, tidak ada rekayasa pengontrolan variabel, analisis induktif, mengungkap data khusus, detail, untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan penting dan asli, dengan pertanyaan terbuka, holistik, totalitas fenomena dipahami sebagai sistem yang kompleks, keterkaitan menyeluruh tidak dipotong dan terpisah. Adapun memperkuat pengumpulkan data dilakukan kegiatan sebagai berikut : Observasi, wawancara, dan study dokumen.

Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh akan lebih bermakna. Melakukan analisis merupakan pekerjaan yang sulit di dalam sebuah penelitian dan memerlukan kerja keras, kesungguhan dan keseriusan. Analisis memerlukan daya kreativitas serta kemampuan yang baik. Analisis merupakan suatu proses menyusun data agar dapat diinterpretasikan dan lebih bermakna.
Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan demikian data dihasilkan dari konstruksi interaksi antar peneliti dengan informan dan key informan. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari kontruksi sebelumnya.
Agar lebih jelas bahwa langkah-langkah analisis kualitatif yang ditempuh dalam peneliti ini adalah : (1) pada waktu pengumpulan data maka ditempuh reduksi data, penyajian data, dan melakukan refleksi data; (2) melakukan reduksi data; (3) melakukan penyajian data, agar makna peristiwanya menjadi jelas; (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi apabila masih diperlukan data tambahan akan dilakukan kembali ke lapangan untuk kegiatan pengumpulan data guna pendalaman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil pengamatan waktu tunggu pelayanan resep pada pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, pelayanan terkadang cepat tetapi terkadang lama. Hal ini disebabkan karena rasio jumlah pemberi pelayanan  dengan jumlah resep yang masuk ke instalasi farmasi rawat jalan tidak sebanding. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan terampil di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat berhubungan dengan waktu tunggu pelayanan resep. Waktu tunggu pelayanan resep di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat akan cepat apabila ada penambahan sumber daya manusia yang terampil di instalasi farmasi
Secara ketepatan, Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan resep dari dokter dan apoteker menganalisa secara kefarmasian. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sebagai upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (medication error). Oleh karena itu pada saat pemberian obat kepada pasien harus selalu disertai dengan informasi yang benar, dimana obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan nama obat, aturan dan cara penggunaan, dosis dan waktu penggunaan obat, serta diberikan informasi apabila terjadi alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), kontraindikasi dan interaksi obat yang digunakan.
Secara keramahan, Petugas harus melakukan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Hal tersebut dapat dicapai apabila jumlah petugas cukup, sehingga beban pekerjaan tidak terlalu berat, dengan demikian akan memberi kesempatan kepada petugas untuk bersikap ramah. Baik atau buruknya suatu pelayanan kesehatan menurut pasien diantaranya adalah dari sikap petugas kesehatan. Pelayanan kesehatan dipandang baik karena petugasnya ramah, bersahabat, sabar dan komunikatif. Sebaliknya jika pelayanan kesehatan dianggap kurang baik karena petugasnya kasar dan berbicara kurang sopan. Pelayanan yang ramah pada saat pemberian konseling/informasi tentang obat, penting dilakukan karena dapat menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien, membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat, membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan penggunaan obat dengan penyakitnya, dan juga membimbing dan mendidik pasien dan atau keluarga pasien dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien
Secara Kenyamanan, Penampilan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat adalah keadaan secara fisik menyangkut penataan ruang tunggu dan desain interior, kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu serta fasilitas penunjang lainnya seperti adanya TV, toilet, panggilan antrian dan penampilan petugas, serta informasi secara umum berupa poster maupun papan pemberitahuan tentang prosedur pelayanan. Selain itu juga harus tersedia ruangan, peralatan dan fasilitas lain yang mendukung administrasi, profesionalisme dan fungsi teknik pelayanan kefarmasian sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang kompeten dan professional

Kesimpulan
	Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan tentang strategi peningkatan kualitas sesuai standar pelayanan Farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.	Kualitas pelayanan yang ada
Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi belum optimal, hal ini nampak dari masih lamanya pelayanan resep yang belum sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, karena kurangnya tenaga Apoteker yang memberikan pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dimana rasio jumlah apoteker dan jumlah resep yang dilayani adalah 1 : 150 padahal menurut standar pelayanan kefarmasian seharunya 1 : 50.
2.	Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan
Yang menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian adalah kekurangan SDM terutama Apoteker, karena kekurangan SDM apoteker ini mengakibatkan Apoteker tidak bisa memberikan pelayanan secara optimal sehingga waktu layanan lebih lama dan tidak sesuai standar pelayanan kefarmasian, dan tidak dapat menjalankan pelayanan farmasi klinik, padahal pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (quality of life) terjamin.
3.	Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Peningkatan kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya dapat dilakukan melalui penambahan Sumber Daya Manusia khususnya Apoteker dengan penggajian melalui dana BLUD, diharapkan dengan adanya penambahan Apoteker dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Penambahan tenaga Apoteker melalui penggajian dari dana BLUD karena sesuai dengan prinsip BLUD tentang fleksibilitas penggunaan anggaran guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Saran
	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, peneliti melihat bahwa perlu adanya suatu strategi agar kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Farmasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :
1.	Saran Akademik
a.	Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan khasanah ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian dengan mengembangkan unsur-unsur lainnya yang belum terbahas secara aktual didalam pembahasan tesis ini, sehingga dapat dikembangkan teori-teori baru yang berkaitan dengan pelayanan yang unggul (service excellent),
b.	Penelitian lanjutan diharapkan dapat mendukung hasil-hasil penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik.
2.	Saran Praktis
Peningkatan kualitas pelayanan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya penulis mengajukan saran agar dapat dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia khususnya Apoteker dengan penggajian melalui dana BLUD.
3.	Saran Kebijakan
Dalam konteks kebijakan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :
a.	Sebaiknya ada kebijakan tentang kebutuhan Sumber Daya Manusia di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada Standar Pelayanan Kefarmasian yang berlaku, 
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